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ABSTRAK

Asuransi merupakan suatu lembaga yang akan mengambil alih setiap risiko yang
mungkin timbul atau dihadapi dimasa yang akan datang. sehingga asuransi memberikan
perlindungan terhadap Tertanggung. Adapun salah satu permasalahan dalam melakukan
suatu asuransi yaitu penolakan klaim polis asuransi yang diajukan oleh Tertanggung
kepada Penanggung dengan berbagai alasan penolakan yang dilontarkan. Dengan
adanya Otoritas Jasa Keuangan dapat membantu Tertanggung dalani menyelesaikan
permasalahan penolakan klaim polis asuransi. Dalam mengatasi perlindungan terhadap
Tertanggung dalam penolakan klaim polis asuransi menurut Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dimana peran Otoritas Jasa Keuangan
dalam sistem hukum perlindungan Tertanggung tidak sebatas memfasilitasi
perlindungan Tertanggung yang menampung dan menjadi lembaga mediasi, tetapi juga
menjadi lembaga yang melakukan keberpihakan kepada Tertanggung dalam bentuk
kegiatan pembelaan hukum. Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini
adalah bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum
terhadap Tertanggung dalam penolakan klaim polis asuransi di Kota Jepara dan
bagaimana upaya dan hambatan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian sengketa
penolakan klaim polis asuransi di Kota Jepara. Penelitian ini menggunakan hukum
empiris (observational research) yaitu langsung ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kota
Jepara untuk mendapatkan data. Sedangkan dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan
" Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan atau
menggambarkan secara jelas dan menyeluruh tentang perlindungan hukum terhadap
Tertanggung dalam penolakan kiaim polis asuransi yang diajukan ke Otoritas Jasa
Keuangan di Kota Jepara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan
Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum terhadap Tertanggung dalam
penolakan klaim polis asuransi di Kota Jepara mengacu Pengaturan, Pengawasan, serta
Perlindungan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Upaya yang
dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian sengketa penolakan klaim
polis asuransi terhadap Tertanggung, dilihat dalam prinsip-prinsip pelaksanaannya,
yaitu antara lain: prinsip transparansi, prinsip perlakuan yang adil, prinsip keadilan,
prinsip kerahasiaan dan keamanan data/infomiasi konsumen, prinsip penanganan
pengaduan. Sedangkan dalam hambatan yang didapat oleh Otoritas Jasa Keuangan
dalam melakukan upaya terhadap penyelesaian sengketa penolakan klaim polis asuransi
di Kota Jepara, yaitu dengan kurangnya informasi yang didapat dan kurangnya
pemahaman konsumen terhadap produk-produk asuransi yang ingin dilakukan.
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